
GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBBRNUR LAMPUNG
NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG
TATA KELOLA PANEN DAM PRODUÜTÏVÏTAS TANAMAN TEBU

DENGAN RAHMAT TUIIAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang a. hahwa untuk mempercepat terwqjudnya swasembaria guig
sebagai komodiias bahan panman strategis, bahan baku
indiistri dan peningkatan produksi gula di Provins!
Ijimpung, perlu strategi peningkatan produksi rian
produktlvitas tanaman tebu;

b, bahwa strategi peningkatan produksi dan produktivitas
tanaman tebu perlu dtsusun daIain benink tata kelols penen
tanaman tebu di Provinsi lampung untuk mcnjamin
krpaslian hukum dalam pelaksanaanya;

c, bahwa betdasarkan pertimbangan dimaksud pada hurul' a
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lantpung
bentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu:

Mengingal 1, Undang-Undang Nomor 14 Tabun 1964 bentang
Fenetapan Peraturan Ptmenntali Pendant i Umlang-Undang
Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukfin Dacrali Tingjcat
I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25
Tabun 1959 tentang Pt-mbentukaii Dacrah Tingkat 1
Sumatera Selatan ILembaran Negara RepubHk Indonesia
Tabun 1964 Nomor 8) menjadi Lindang-Undang (Lembaran
Negara Republlk Indonesia Tahuri 1964 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor
2688);

2. Undang-Undnng Nomor 29 Tabun 2000 tentang
Pcrlindungan VsrietM Tanaman (Lembaran Negara Republtk
Indonesia Tabun 2000 Nornor 241, Tambahan Lenibaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4Ü43);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tantang
Pfertindutigan dan Pcngcloiaan Lingkungan Hidup {Lembaran
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Repiiblik Indonesia Nomor
5059):

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Prmbcntukan Peramran Plcrundang-undangan [Lembaian
Negara Republik Indonesia Tabun 20H Nomor 82,
Tarnbahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor
5234) sebagasmana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tabun 2109 (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republlk Indonesia Nomor 6234);
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nemer
244, Tambahan Ijetnbaran Negara Namor 5587]
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhtr dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rerubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemeiintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58 r Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

5- Undang-Undang Nemer 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemenntahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

6. Undang-Undang Nomar 39 Tahun 2014 tentang Rerkebunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5613);

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem
Budidaya Pertanian Berkelanjtitan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412|;

8. Reraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4385);

9. Reraturan Pemenritah Namor 21 Tahun 2005 tentang
Keamanan Hayati Prodük Rekayasa Genetik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4498);

10. Ptnaturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10
Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan
dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan Reraturan
Menteri Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010);

II. Pereturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12
Tahun 2010 tentang Peiaksanaan Pengendalian Pencemaran
Udara di Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2010);

12- Peraturan Menteri Pertanian Nomor
53/Permentanƒ KB . 1 10/10/2015 tentang Pedoman
Budidaya Tebu Giling Yang Baik fGood Agricultural
Practices/ GAP For Sugar Cane] Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1602);
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13. Peraturan Menteri Daiarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015
ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 20)5 Nomor 2036) sebagatmana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Nomar 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negen NomorHO Tahun 2015 (Berita Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan
dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tan pa Membakar
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomnr 125);

15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung
Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran. Daerah Provinsi
Lampung Nomar 4910);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KELOLA PANEN DAN
PRODUKTIVITAS TANA MAN TEBU.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernurini yang dimaksud dengan:
]. Daerah adalah Provinsi Lampung.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubemur sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelakaanaan urusan pcmerintahan yang menjadi
kewenangan daerah ütonorn

3. Oubemur adalah Gubemur Lampung.

4. Dinas adalah Dinas Perkebunan Provinsi Lampung

5. Gula adalah suatu karbohidrat sederhana dalam bentuk
kristal sukrosa padat yang diptrölch dari tebu.

6. Tanaman tebu yang selanjutnya disebut tebu adalah jenis
tanaman semusim yang mengandung sukrosa atau yang
mengandung kadar gula dan dibudidayakan untuk bahan
baku pabrik gula.

7. Rendemen tebu adalah yang selanjutnya disebut rendemen
kadar kandungan gula didalam batang tebu yang dinyatakan
dengan persentase.
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8, Hablur tebu yang selanjutnya dssebut Hablur adalah gula sukrusa yang
dikristalkan.

9. Öenih tanaman yang selanjutnya disebut Benih adalah tanaman atan
bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangkan
tanaman.

10. Varietas Unggul adalah varietas tanaman yang potensial untuk dikembangkan
d&lam suatu wtiayah dengan memanfaatkan sumberdaya aJam, sumberdaya
manusia dan teknOlogi serta berkelanjutan, sehingga tercipta keunggulan
berating dan slap menghadapi pcrsaingan global.

11. Sertifikasi Benih adalah rangkaian kegiatan penerbitan scrtifikat terhadap
benih yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi melalui pemeriksaan lapangan,
pengujian laboratorium dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan
untuk diedeukan.

12. Sertifikat adalah keterangan ten tang peuren uhan/telah memenuhi
persyaratan mutu yang diberikan oleh iembaga sertifikasi pada kelompok
benih yang disertifikasi atas permintaan produsen benih.

13. Budidaya adalah upaya pengembangan dan pemanfaatas sumberdaya alam
melalui kegiatan manusia yang dengan modal teknologi dan sumberdaya
lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusla sccara
lebih balk.

14. Badan Usaha adalah sedap usaha yang bergerak di subscktor perkebunan
Tebu dan telah memenuhi Jsin Usaha Perkebunan (IUP) dan/atau izin usaha
industii maupun koperasi yang berbadan hukum dan bergerak di subsektor
perkebunan tebu.

15. Petani Tanaman Tebu yang selflnjutnya disebut Petani adalah perorangan
warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan tanaman tebu.

16. Panen adaJab pn&ses panen tanaman Tebu yang terdiri dari tebang, muat dan
angkut. dengan metnperhatikan dan mematuhi (ata cara pemanenan yang
baik sehingga pcncapaian potensi bobot tebu dan rendemen yang telah
terbentuk di kebun menjadi maksimal.

17. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran bates atau kadar makhluk
hid up, zat, energi, atau kom ponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur
pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu
sebagai unsur lingkungan bEdup.

16. Tim Penga^asan iTagram Peningkatan Produkfivttas Tanaman Tebu adalah
tim yang dibentuk Gubemur yang anggotanya terdiri atas pemangku
keptntingan terkait yang bertugas melakukan pengawasan terwujudnya
peningkatan produktivitas tanaman tebu di FTovinsi Lampung.

19 Metode Fembakaran terencana dan terkendak adalah metode pemanenan
yang diScngaja dan di bawah kendali manusia dengan memperhatikan faktor
cuaca dan arah angin.

20. Pemadam Kehakaran yang selanjutnya disingkat PMK adalah crang atau
pasukan yang bertugas memadamkan kebakaran, melakukan penyelematan,
dan menanggulangi bencana atau kejadian lainnya,

21. Fthe Hjjhter adalah pematïtik api yang berisi bahan bakar sebag&i alat untuk
membuat api.
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22. Produktivitas di bidang pertanian adalah basil persatuan pemanenan pads
lahan di suatu luasan wiiayah panen,

Rasa! 2

Tata keiola panen dan peningkatan produktivitas tanaman tebu dtsclengg^rakan
berdasarkan prinsip;
a. kemanfaatan;
b. inovasi;
c. teknologi;
d. transparansi;

e. akuntabei;
£ pemberdayaan;
g. kemandirian dan kedauIatan petani; dan
h. keberlanjutan.

Pasal 3

Peratu ran Gubemur berttijuan sebagai pedoman dalam:
a, pemanenan tanaman tebu:
b. peningkatan produksi gu!a;
c. swasembada gula;
d. peningkatan kesejahteraan petani; dan
e. pengembangan jenis-jenis komoditas lain yang dihasilkan dari tanaman tebu.

Pasal 4

Ruang tingkup Peraturan Gubewurini meliputn
a. tata kelola panen;
b. peningkatan produktivitas;
c. pertgembangHii produk;
d. kerjasama;
&, peran serta masyarakat; dan
£ pembinaan dan pengawasan.

BAB If
TATA KELOLA PANEN

Pasa! 5

(1) Tata keloia panen tebu dilak-sanakan secara efiaie.fi dan efcktif midai
perencanaan sampai dengan pclaksanaannya.

(2) Tata kdcla panen tebu aebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan sesuai
denga n pertncanaan tebang tebu yang haik, yaitu:
a. penemuan jadwcd;
b, penentuan blok dan petakan;



c. penentuan jumlah penebang dan angkutan;

d metode; dan

e. pemberian Surat Perintah Tebang Muat Angkut (TMA),

(3) Metode tertentu sebagaimana dimaksud pada eyat (2] huruf d merupakan
pemanenan tebu dengan metode pembakaranyang dilakukan secara terencana.
dan terkendali.

(4) Metode sebagaimana dimaksud pada ayat (3| dilaksanakan sesuai dengan
Standar Operasional Prosed ur pemanenan tebu sehagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Feraturan
Qubemur ini.

Pasal &

(1j Tebang tebu dapat dilakukan dengan cara, antara lain:
a. manual;
b. semi mekanis; dan

C. mekanis
(2) Tebang tebu manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a dilakukan

secara kontensional dengan menggunakan persists™ tebsngtebu.
(3) Tebang tebu semi mekanis scbagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b

dilakukan seeara konven^iona] dengan mtnggunakan pcralatan manual dan
muat menggu nakan grab loader.

(4) Tebang tebu mekanis sebagaimana dimaksud pada ayat (i] huruf c diiakukan
secara mekanis dengan mtnggunakan pcralatan berupa ctme harvester (chopper
atau uthele stalk harvester).

PasaJ 7

(1) Kriteria bahan baku tebu layak gtlmg, antara lain;

a. manis;

b. bersih;dan

c segar.
(2) Penentuan kriteria tnants sebagaimana dimaksud pada ayat (IJ huruf a

dilakukan dengan:

a. melakukan analisa kemasakan yang dilakukan sejak pemilihan contoh
dan pemasangan tanda pada batang Tebu sampai saat batang tebu
contoh dipctong Untuk dianalisa;

b. proses kemasakan ditunjukkan dengan peningkatan kadar guia dari ruas
ke ruas dan kadar gula tiap ruas tidak mengalami perbedaan; dan

C- penentuan hasil anaJisa batang tebu contoh yang ditunjukkan dengan
parameter nilat brurdan pol.

(3) Penentuan kriteria bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (Ij huruf b
dilakukan dengan:
a. pembersihan batang tebu dari unsur non tebu non gula antara lain tebu

muda (sogolan), pucuk tebu (mómol}h daim tebu kering (daduk), akar
tebu, dan tanah;



b- petnbersihan dilakukan sebelum batang tebu dimnat dalam truk atau
angkutan lain; dan

t- prosentase kotoran diharapkan lebih kecil dan 5 % (lima persen) b&bot
tebu pada tiap truk, atau angkutan lain.

(4) Penentuan kriteria segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
düakukan dengam

a. mencatat waktu tebang tebu pada tiap trukh atau angkutan lain;

b. menghitung waktu tempuh dan jarak tempuh pengangkutan tebu
ke pabrik gula: dan

C. menghitung waktu antara saai tebu ditebang sampei dengan dialing
diperkirakan paling lama 24 (dua puluh empat] jam.

BAB III
PENlNÜKATAN PRQDUKTIVITAS DAN PENGEM BANGAN PRODUK TEBU

Pasal 8

(l) Pemerintah Daerah memfasilitasi upaya peningkatan produktivitas tebu
dengan mendayagunakan secara optimal sumber days lahan, sumber daya
manusia (peiaku utama dan peiaku usaha), serta stakeholder lainnya

(2) Peningkatan prod uktivitas tebu sebagaimaiia dimaksud pada ayat (1) dapat
dapat dilakukan dengan penerapan Budidaya Tebu Giling yang Baik (Gtwd
Apricufturol Practices far Sugar Cane), sosiaJisasi, pembinaan dan ptngawasan.

[3) Budidaya tebu giling yang baik sebagairaana dimak&ud pada ayat (2)
mencakup aspek:

a. penataan vaiietas;

b. penetapan masa tanam;

c. penetapan lahan;

d, persiapan benih;

e. penanaman;

f. pemeliharaan;

g. panen [Tebang, Muat dan Angkut); dan

h , kesehatan peketjaƒ tenaga.
BAB IV

PENGEMBANGAN PRÖDUK THRU NAN TEBU
Pa&ai 9

11) Femerintah Daerah melakukan/memfastlitasi pengembartgan produk turunan
tebu selain Gula untuk raemberikan nilai tarn hah pada komoditas tanaman
tebu.

(2| Rengembangan produk turunan tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (I)
dilakukan melalui penelitian dan pengembangan komoditas tebu
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Pasai 10

(1) Selain Pemerintah Daerah, masyarakat dapat melakukan pengembangari
produk turunan tebu selain Gula untuk memberikan nilai tambah pada
komoditaa tATiaman tebu.

3 Pengembangan t?bu beseria produk turunannya sebagaimana dtmaksud pada
ayat(l) sesuai dengan ketentuan peraturan penindang-undangam

DAB V
KERJASAMA

Pasal 11

(1) Pabrik gula dan petani dapat membanguri kerjasama yang saling
menguntung.

0 Keijasama sebagaimana dimak&ud pada ayat (I) dilakukan untuk mcwujudkan
kesmambungan industri guia dengan produktivi tas yang tinggi.

PI Kcrjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) barupa:
a. program pemberdayaan petani; dan
b, 6i3tem pembelian hasil panen,

W Sistem pembclian hasil panen sebaBaimana dimaksud pada ayat (3} humf b
dilakukan dengar, kesepakatan antara pabrik gula ttan petani.

R Keijasaiïia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dengan
perjanjian tertulis dan «quai dengan ketentuan peraturan perundang*
Undangpn yang berlaky.

Pasal 12

(Ij Pemerititah Daerah melakukan kerjasama daJam rangka peningkatan
produktivitas tanaman tebu.

{4 Keija sama sobagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
a. pemerintah daerah provinsi lain;
b. pemerintah daerah Kabupaten ƒ Kcrt&;
C- badan usaha,
d asosiasi dan/atau lembaga terkait u&aha/ penelitian tebu ;

e. kelompok pnofesi petani tebu; dan/atau
f. pihak luar negen.

0 Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat {2}, dilakukan dalain benluk:
a, pendidikan dan pelatihan;
b. pencliban dan pengembangan;
c, sarana dan praaarana; dan
d. sistem informasi.
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BAB VI
RERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

(1} Masyarakat dapat berperan serta dalam peningkatan produktivitae tanaman
tebu,

(2| Reran serta masyarakat sebagaimana dinukaud pada ayat (11 dapat berupa:
a. memberikan saran terhadap Remerintah Daerah dalam upaya peningkatan

produktivitas Lanaman tebu;

b melakukan penelitian dalam bidang tanaman tebu dan/atau industri gula
guna mendukung peningkatan produktivitas tanaman tebu.

c memberikan penyuluhan, pendampingan, pelatihan dan/atau
pembimbrngan terhadap petani tebu mengenai siatem budidaya tanaman
tebu yang baik;

d melakukan pengawasan terhadap peredaran gula rafinasi; dan/atau
a melakukan pengawasan pelaksanaan program peningkatan produktivitas

tanaman tebu.

PJ Reran Berta masyarakat sebetgaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan
oleh;
a perguruan tinggk
h organisasi prpfesi;

t koperasi petant tebu rakyat; dan
& köperasi tani tebu rakyat.

BAB VII
PEMBiNAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

(1| Pemerintah Daerah melakukan pernbinaan terhadap peningkatan produksi
dan produktivitas tanaman tebu,

(2) Pembinaan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman tebu
sehagaimana dimaksud pads ayat {1) dilakukan melalui penyuluhan,
peiatihen, fasibtasi pema&aran dan/atau fasüitasi penyediaan sarana dan
prasarana pertanian.

(3) Penyuluhan dan/atau pelatihan sebagaimanft dimakaud pada ayat (2)
dilakukan untuk;

a. tïietlingkatkan pengetahuan petani tentang budidaya tebu yang baik;
b. merubah pcrilaku petani dan/atau masyarakat dari Bistem budidaya

konvensional ke arah sistem budidaya berdaya saing dengan telap
berwawasan lingkungan;

c. menciptakan dan menghasilkan tenaga terampil dan profesional yang
berctika dan berakhlak ntLilia,

d. transfer pengetahuan dan teknologi modern budidaya tebu pada Petani
dan masyarakat; dan

e, membentuk pabrik gula berkarakter days saing intemasionat
berkedauIatan dan bermartabat.
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Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap program peningkatan
produktivitas tanaman tebu.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk;

a menjaga kualitas varietas tanaman tebu yang ditanarn oleh Petani
sehingga dapat mewujtidkan periingkatan tariaman tebu.

b. membantu menjaga perwilayahan peredaian tanaman tabu;

C, menumbuhkan kepercayaan antara Petani dan pabrik gula dalam hal
penenturn harga tebu; dan

d. menjaga kualitas iingkungan termasuk dampak iingkungan yang
disebabkan oleh pabrik gula antara lain limbah pabrik gula.

Basal 16

(1) Pembinaar dan pengawasan peningkatan tanaman tebu serara leknis
dilakukan oleh Dinas.

(2) Pembinajm dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait lainnya.

BAB TOI

TIM PENGAWASAM PROGRAM PENiNGKATAN PRODUKTEVITAS TANAMAN TEBU
Pasal 17

(1) Gubernur membetuk dibentuk tim pengawasan program peningkatan
pï,odu.ktivita& tanaman tebu dengan Keputusan GubemUr.

(2) Tim Stbagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen dan bcrtugas
mendorong terwnjudnya peningkatan produksi gula di Pnovinsi Lampung.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (I| terdiri unsur:

a. pemerintah daerah;

b. petani;

C. pabrik gula;

d. akademisi/pakar; dan

8. organisaai profesi dibidang gula tebu.

BAB IX
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 18

{1| Pernantauan dilakukan untuk menilai capaian pelaksanaan pemanenan tebu
pada settap tabun pemuntauan.

(21 Bemantauan dilakukan o!eh Dinas dsn dilaporkan kepada Gubemur Lampung,
(31 Peiaksanaan pemantauan evaluasi dan Pelaporan diverifikasi oleh Dinas sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



-11-

ÖA3X

KETENTUAN PENUÏUP

Pasai 19

Prraturan Gu demur in i mulai herlaku pada tanggal diundaiigkan.

Agar setiap orang mengrtahumva. memsrin tnhkan pengundangan Pk ratvi ran
Gubemur ini denga n penempatannva dalam Berïta Daerah Pro^dnai Lampung.

Ditetapkan di Telukbctuns;.
pada tanggal 13 Mei 2020

GUBERXUR LAMPUNG.

ttd

ARlïfAL DJUNAIDI

Diundangnn di Telukbetung
liada tanggal Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

ttd

Ir. FAHRIZAE DARMINTO, M.A.
Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008

S:,.::i;iii ^6udj dens.m ^inya
KEPALA EIRQ.HUKUM,

ZVLFIKAR, 8Ha MH .
Pembina Utamfi Mudn

NIP. 19680428 199201 l (H>3

BERITA DAERAH PROVÏNSI LAMPUMG TAHÜN 2020 NOMOR 33
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LAMPIRAN ; PERATURAÏÏ GUBERNUR LAMPUNQ
NOMOR ; 33 TAHUN 2020
TANGGAL : 18 MEI 2020

STAHDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMANENAN TEBU DERGAN METODE
PEMBAKARAN TERENCANA DAN TERKENDAL1 PROVINSI LAMPUNG

I. Umum

Pelaksanaan operasipnal kebun dan industri gula meliputi kegiatan
perkebunan tebu dan kegiatan pabrik pcngpiahan gula. Ariapun kcgiatan

Ptrkebunan tebu yang dilakukan meliputi beberapa tahap meliputi pengolahan
tanah. pembibitan dan penanaman. pemeiiharaan tanaman. pencegahan aan
pengcndahan kebakaran, pemanenan serta pcngangkutan hasü tebu. Sedangkan di

bidang kegiatan pabrik pengalahan guia meliputi proses produksi pengolahan hast)

tebu menjadt gula, dan prases pcnang&nan litnbah yang cHhasilkan.

Tahap pemanenan dan pcngangkutan basil mtrupakan tahap yang sangat

pen ring dalam kegiatan pmduksi gula. Tahap tersebut memerlukan cara yang
paling tfeküf tin tuk rnemaksimalkan rendemen gula yang dihasilkan, efisienöi

waktu dan mcnekan biaya operasional. Paria umumnya metode yang digunaksn
dalam proses pemanenan yaitu sistem pemanenan tebu hijau atau Sistern. tebu

bakar terkendali. proses pemanenan tebu hijau umum dilakukan di Pulau Jawa,
sedangkan cistern tebu bakar terkendali utnum dilakukan di Pulau Sumatera, salah

wilayah Prövinsi I-aiïipung.

Oleh sebab itü untuk mendapatkan produksi tebu yang dapat memenuhi
kebutuhan gula nasional, FTovinsi Lampung perlu membual SOP (Stancïar

Operasi'önöl Pfosedurj pemanenan tebu dengan metode pembakaran terkendali

sehingga panen tebu dapat dilakukan seeara efektif dan efisien. serta tidak
menimbulkan dampak terhadap kualitas Eingkungan.

II. Peraiapan Pelaksanaan Pembakaran Terencana dan Terkendali

1. Prosedur persiapan pelaksanaan pembakaran terencana dan terkendali
meliputi;

a. identifïkasi area yang sensitive terhadap asap dan abu (bangunan, area
publik, serta instalasi listrik dan gasj;

b membuat rencana pembakaran;
c. mengumpulkan infonnasi kond tal cuaca peda saat pembakaran;
d. menentukan kondisi asap pad a saat pembakaran;

e. menentukan jarak transmisi asap dan dcbu; dan
t menentukan arah transmisi asap dan debu bentasarkan arah angin
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I. Tugas Pokok dan Fungsi
Tugas pokok dan fungsi para pelaku kegiatan pemanenan tebu dengan
metode Pcrnbakaran terencana dan terkendali terdiri dart:
1. Staf:

L bertanggung jawab terhadap kelancararj aeluruh kegiatan; dan
b. memonitorijig dan evalusi pelaksanaan kegiatan

2. Supeivisi:
Koondinator lapang

X Rengawas:
Pengawasan

4, Mandor;

Koordinatar Japang
5. Supir

Felaksana teknis kendaraan pemadamh traktor.



5. Memposisikan kendaraan peniadam untuk mengamankan petak sebelahnya-
6. Fembakaran dimulai secara perlahan.
7. Pelaksanaan pernbakaran tebu harus menempatkan alat pengukur baku mutu

udara dltempat lahan/petak tebu.
B. Pembakaran tebu sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuhj tidak

mclampaui ketentuan baku mutu udara yang ditetapkan.
9. Mengantigipasi ioncatan apt ke petak sebelahnya.

10. Menyempumakan aetelah apt masuk sekitar 30 nt kedatam petak. Seteiah apt
membakar lahan sejauh 30 m, dilakukan pcmbakaran berikutnya yaitu pada
sisi yang berlawanan dengan titik awaJ pembakaran agar pemadanuan bfaM
terjadi dtngan scndirinya ketika api pcmbakaran pei-tatna bertemu api
pembakaran kedua karena kehabisan bio maasa.

1 1. Unit pemadam mengeülingi petak yang dibakar untnk nicttiaötikan bahwa api
telah padam memastikan bahwa api sudah benar-benar padam dengan
menyemprotkan air pada sekeliling petak luar Jahan yang telah dilakukan
pembakaran .

12. Melaporkan basil pembakaran, luas, waktit dan durasi
13. Evaluasi
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IV. Kriteria Femanenan Tebu dengan Metode Pembakaran Terencana dan
TerkendaU

1 . DaLam proses pembakaran terencana dan terkendali harus meTnenuhi:

a. meminimalkan loncatan bara;

b. membatssi area settap pembakaran, ±10 Ha per petak dengan lama
waktu pemb&karan maksimal 20 (dua puluh) menit dalam satu petak
lahan yang dibakar;

c. mempcthatikan jaiak lokasi pembakaran dengan pemukiman
penduduk minimal l (satu) km; dan

d. dilarang melakukan panen tebu yang ditajiajn di atas lahan gambut
dan/atau lahan darat basah.

2. Memperhaükan waktu pembakaran adalah:
a. Musim hujan

1) Pagi ban ï Puku! 04.00-06.00 Wib
2) Mftlam hari ; Pukul 18.30-22 00 Wib

b. Musim kemarau (Kering)
Pagj hari Pukul 04.OCP06.0O Wib



-17'

V SAGAN ALUR PROSEDUR PEWBAKARA1N TEE3Ü

5.1 Pelaku kegiatan pcmanenan tebu

PtTUGA3

STAF SWERVIS!

PENGAWAS MANDOR

SUFIK HELPER TR

TUGAS DAN WEWEMANG

STAF : Penanggu ngjawab Bup^isi

Koordtnstor pengawas pcngawasan

Mandor : Koordinator lapang Supir 2

Pelaksana tekhis kendaraan

HELPER TH Pelaksana Tcknis
Burning

ALAT DAN SA RANA

Kindaraan pernadam a pi bahan bakur

[ÉVtllr+Sölar) rd e tighter

Radio komumkasi

peiakjanaam

1. Cek In kasi program
2. Identifikasi ansa yang sensitive terhadapasepdan abti (hangupan, area publik. Berta inatala&l

listrik dan gas}
3. Memast:kan tidak ada akisvitas lain di petak tereebut
4, Penetuuan waktu bakar dengan niemperhatlkan kondi»» cuaca, arah, dan kecepatan angin

untuk memastikan jarak serta a rah transmtei asap dan dcbu hasil pcmbakaran



5 2 Perhapsn pro&cs wïbelum dan «e&ydah pembakaran trtu

11. MeLaporkmi hasü pembakatan, lua^ u'akl.u dan duraaE
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5.3 Proses Pemtrakaran

1 Harus memperhsttkan
a. Mcminimalkan b»ra
b. BaEasi Luas bakaran
r Itrbadkan arah dan keccparan angin
d. Rerhadkan waktu pembakaran

2. Pada WakLu Basah (stidah hujan):

a- Subuh pukul 04.00 -Oti.00
b. Malam pukul IK.30 -22.DO

3. Parïa waktu Cuaca kering (musim
kcmarau] prmbakBntn hanya pada
waktu subuh hari saja (100%)



V] CONTOH FORMAT RENCANA PEMBAKARAN

Operator Lahan

Aiartiat lokasi lahan

Kabu paten ƒ Kota

Peraigpan sei»]uni |»mljakAran:

Perso nil dan peralatan fang dibut uhkan ha I khusus yang peril!
diperhatikan

Wiiayah yang sensitif terhadap asap dan abu

Daftar notifikasi

PrakirHBn Cusca

Arigin Pemnikaan F^akiraan Aktual
kccrpatan
Arab
.Arigin Rata-raia Prakiraan Aktual
Kecepatan
Arab

Kjemungkinan Peru ba han CuHca:
masalah api ;

masala h asap atau debit

waktu mulat pembskaran ; :

ivaktu wlesai pembakars.it

Pj. Perencanaan Tt<i Tgl

Fj. Ptmbakaran Ttd Tgl

SalilSUI BtsUul d^i^iri EudinyH
KEPAUk ii|RÖ HUKUM,

ZULFIKA&. SH± MH.

Pembina Utainu Mudu
MI ly&SO42a JW2Ü3 1 ÜÜ3

GUBERNUR LAMrUUG.

ttd

AKINAL DJUNAJDI
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lïl. Standar Operational Prosedur (SOP) Pelaksanaan Pemanenan Tebu dengan
Metode Pembakaran Terencana dan Terkendali

Unit pemadaiEi
tuum

tnenuMUJi^n «p
tEËah pucËarn

denman
fMipCirraü

Mêlaporklui
ïuüal

pembaksran EVALUASI

Keterangan

I. Petugas menginformastkan rencana bakar kt petugas piket dan satpam
a identifikaei araa yang sensitive terhadap api, asap dan a bu (bangunan, area

publik, serta instalasi listrik dan gas); dan
li mengtnformasikan kepada satpam untuk menutup seryientara/pengalihan

jalan pada petak yang akan dilakukan pembakaran
2. Mertlpersiapkan aJat dan sarana pembakaran

a, mensiagakan 1 unit kcndaraan pcmadann,
b. Tim Pemadam Kcbakaran beranggotakan minimal 5 orang (tergantung luas

lahan yang akan dipanen) yang memiliki tugas sebagai operator (1 orang),
pembakar (3 orang), dan penyempröt/pemadain (1 orang);

C- bahan bakar yang digu nakan meru pakan campuran solar yang ditampiing
dalam alat/tra hgluer berukuran S liter; dan

d. Radio Komunikasi.
3- Mengelilingj petak yang akan dibakar untuk mengetahui kondisi perimeter

a. melakukan pengecekan lokaal; dan
b memastikan tidak ada aktivitas lain di petak teraebut

4. Menen tukan titik awal pembakaran
a. menentukan kondisi cuaca, dan arah) dan
b. bila angin bertiup dan aiah Barat ke Timur, maka titik aual pembakaran

adtdah aisi iahan sebelah Timur (berlawanan dengan arah angin] atau
beberapa titik pembakaran
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